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ATURAN HUKUM YANG MENGATUR MENGENAI

KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA

KUHP TIDAK MENGENAL KORPORASI SEBAGAI
SUBJEK TINDAK PIDANA

Pasal-pasal di dalam KUHP diawali dengan “Barang siapa”, “Setiap Orang”
ata “Siapa saja” sebagai terjemahan dari “Hij Die". Idiom “Barang Siapa”
merujuk pada peseorangan

Pasal 59 KUHP

"Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap
pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisairs,
maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang
ternyata tidak ikut campur melakukan Pelanggaran tidak dipidana.”

integrity@integritylawfirms.com
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KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA DIATUR
DI LUAR KUHP

Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh
Korporasi

Pasal 3

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan
oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas
nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi

Pasal 4 ayat (1)

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai
dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur
tentang Korporasi

integrity@integritylawfirms.com
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Peraturan Perundang-Undangan Lain yang Mengatur Khusus
Mengenai Pidana Korporasi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

“Setiap Orang” sebagai subjek tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 34 UU
Perasuransian, Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau
badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk
badan hukum, atau badan lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

“Setiap Pihak” sebagai subjek tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 22 UU
Pasar Modal, Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum,
perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau Kelompok yang terorganisasi.
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Pemeriksaan Korporasi yang
Melakukan Tindak Pidana
diwakili oleh Pengurus

Korporasi Dapat Dikenakan
Pidana Dalam Hal:

Pasal 4
. . B . Pasal 11
(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana
sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam (1) Pemeriksaan terhadap Korporasi sebagai tersangka pada
undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. tingkat penyidikan diwakili oleh seorang Pengurus.
(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim
Pasal 13

dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1)

(1) Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat

antara lain:
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi
manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak dalam sidang Pengadilan.

pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan

10. Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan

Korporasi;
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau
atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi,
c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk
diperlukan untuk melakukan pencegahan, mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya
mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi

kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan

guna menghindari terjadinya tindak pidana. dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai

tindak pidana.

Sumber: Perma 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi
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Pengurus dan Korporasi Dapat
Bersama-sama Dijerat Tindak Pidana
Korporasi

Pasal 15

(1) Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau

terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus,

maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah

Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa.

Pasal 26

Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama

sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan

pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 24 dan Pasal 25.

Sumber: Perma 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi
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SELAIN KORPORASI, BAHKAN BENEFICIAL OWNER JUGA DAPAT
DIANGGAP SEBAGAI “SUBJEK"” KEJAHATAN KORPORASI DI

BIDANG KEUANGAN

Beneficial Owner atau Pemilik Manfaat acap kali menjadi tirai bagi
seseorang untuk berlindung atas kejahatan yang dilakukannya di
bidang keuangan. Mereka sulit tersentuh karena melakukan
kejahatan secara tidak langsung dan sulit untuk terjangkau melalui
Subjek sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pemilik Manfaat secara sederhana dapat didefinisikan sebagai
seseorang Yyang dapat mengkontrol dan menerima
keuntungan dari Korporasi baik langsung maupun tidak
langsung. Pemilik Manfaat dapat juga berupa pemilik sebenarnya
dari dana korporasi atau saham korporasi.

Dibutuhkan penafsiran dan wupaya khusus atas ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk menjerat beneficial owner
sebagai pelaku kejahatan korporasi.

integrity@integritylawfirms.com
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Terdapat sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bisa
digunakan dan ditafsirkan untuk menjerat Pemilik Manfaat sebagai
pelaku (subjek) kejahatan korporasi di bidang keuangan.

Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Penjelasan Pasal 5C huruf b
tentang Pasar Modal yang terakhir
diubah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 (UU Pasar Modal)

Yang dimaksud dengan "pemegang saham" adalah pemegang saham
secara langsung dan pemegang saham tidak langsung.

BENEFICIAL OWNER

4 ‘ = o

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 1 angka 30
tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (UU PPSK)

Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah
badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang
secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara
dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa
keuangan dan/atau  mempunyai kemampuan untuk melakukan
pengendalian atas pihak dimaksud.

Pasal 1 angka 31

Pemegang Saham Pengendali Terakhir (ultimate shareholders) yang B E N E F I C I A L

selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang

secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan OWN E R

merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir (ultimate
beneficial owner) dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.
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Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun Pasal 1 angka 2
2018 tentang Penerapan Prinsip

Mengenali Pemilik Manfaat dari Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau

, memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau
Korporasi dalam rangka Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidang PEN9awas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan

Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik

Pencucian Uang dan Tindak Pidana langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari
Pendanaan Terorisme (Perpres gsung P gsung, p P y

13/2018) dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Lampiran Il Permenkumham 15/2019 tentang Kriteria Pemilik Manfaat
Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 dari Korporasi halaman 23 huruf g)

Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik

Manfaat dari Korporasi Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan
(Permenkumham 15/2019) yang memenuhi kriteria:

g) Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham
korporasi. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang
identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari
korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari
korporasi (ultimate beneficial ownership), namun merupakan pemilik
sebenarnya dari dana atau saham korporasi.

integrity@integritylawfirms.com
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Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 10

Nemer 10 JFORKOA2US Tentzng Pemegang saham pengendali adalah pihak yang secara

Penerapan Tata Kelola Manajer
Investasi (POJK 10/2018)

a.

langsung atau tidak langsung memiliki:

saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
saham yang dikeluarkan oleh satu Manajer Investasi
dan mempunyai hak suara; atau

saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham
yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi dan
mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah
melakukan pengendalian baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi.

BENEFICIAL OWNER

. -

l

Meskipun terdapat sejumlah ketentuan yang dapat digunakan untuk menjerat Pemilik Manfaat
selaku pelaku kejahatan korporasi, banyak penegak hukum tidak memahami, tutup mata, atau
bahkan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan ini. Sehingga, “penjahat” di bidang korporasi
dapat mudah lolos dari jerat hukum.

integrity@integritylawfirms.com
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5 KEJAHATAN KORPORASI (CORPORATE CRIME) PADA

SEKTOR KEUANGAN YANG KERAP TERJADI

PENIPUAN INVESTOR

Kerap dilakukan oleh perusahaan atau individu di sektor
dengan memberikan cara memberikan informasi yang
salah atau menyesatkan mengenai investasi yang
mereka tawarkan.

PENCUCIAN UANG

upaya menyembunyikan asal usul uang ilegal dengan
menyamarinya sebagai uang yang berasal dari kegiatan
yang sah, sering kali melalui transaksi finansial yang
kompleks.

2

MANIPULASI PASAR

Terjadi ketika perusahaan atau individu mencoba untuk

mengatur harga atau volume perdagangan agar
menguntungkan posisi mereka sendiri.

INSIDER TRADING

Terjadi ketika seseorang memanfaatkan informasi

rahasia atau non-publik untuk melakukan perdagangan
saham atau sekuritas lainnya, yang ilegal karena
merugikan investor lain yang tidak memiliki akses pada
informasi yang sama.

PENGGELAPAN/PENIPUAN DANA

5 Perusahaan atau individu menggunakan dana investor

atau nasabah

untuk kepentingan

pribadi atau

mengalihkannya tanpa izin untuk tujuan yang tidak sah

integrity@integritylawfirms.com




SANKSI TERHADAP KORPORASI DAN/ATAU PENGURUS YANG N | e
MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Pasal 25 Pasal 32
(1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa (1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang
pi dana pokok dan/atau pidana tambahan. pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara
. . . pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi
peraturan perundang-undangan.
sebagaimana ayat (1) GHSIERIPIGANEIGERGH. (2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, Pasal 33
3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai i ruei itusi dii :
3) ! p p ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, Korooasi vano dikenakan (TR
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara
Pasal 26 Pasal 31 pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
: . peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama () Dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan
sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan berupa perampasan barang bukti, maka perampasan
pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan
pada Pasal 24 dan Pasal 25. sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

SANKSI/HUKUMAN YANG DAPAT DIKENAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN KORPORASI DAN/ATAU PENGURUS
BERDASARKAN ATURAN DI ATAS ADALAH:

Pidana denda sebagai pidana pokok (tidak ada pidana kurungan bagi Korporasi).

Pidana tambahan, seperti perampasan barang bukti, uang pengganti, ganti rugi, hingga perbaikan kerusakan akibat tindak pidana
Korporasi.

Sumber: Perma 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi
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CONTOH KASUS; PUTUSAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA KORPORASI m

CatatanAmar MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk. KPK Eksekusi Aset Terpidana Korupsi

(sebelumnya bernama PT. Duta Graha Indah, Tbk.), telah terbukti secara sah dan Korporasi
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-
SAMA DAN BERLANJUT, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;2.
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itudengan pidana denda
sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila
pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah

Jumlah aset yang dieksekusi sekitar Rp85,490 miliar dan denda Rp700 juta.

Aji Prasetyo 15 Februari 2019 - Bacaan 2 Menit

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh
jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu 1 (satu)
bulan tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan hanya dengan alasan
kuat;3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar Uang
Pengganti sejumlah Rp85.490.234.737,00 (delapan puluh lima miliar empat
ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh
tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar
dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan 1 lustract HOW

hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk Putusan kasus korupsi yang menjadikan korporasi, PT Nusa Konstruksi Enjiniring
(NKE) -- dulu bernama PT Duta Graha Indah (DGl)—telah berkekuatan hukum

menutupi Uang Pengganti tersebut;4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa

tetap (inkracht van gewijsde verklaard). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

mencabut hak Terdakwa untuk mengikuti lelang proyek Pemerintah selama 6 pun mengeksekusi aset perusahaan konstruksi ini.

(enam) bulan;5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst
- Hukumonline.com

integrity@integritylawfirms.com
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OJK MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK MEWUJUDKAN g

WELFARE-STATE

SALINAN

PUTUSAN
Nomor 102/PUU-XVI1/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan arti penting kehadiran OJK dalam
desain besar perekonomian negara terutama dalam mewujudkan tujuan bernegara

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Bahwa terkait dengan hal di atas, Konsiderans “Menimbang” huruf a UU
21/2011 menyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang
mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan
akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat. Berkenaan dengan dasar pemikiran tersebut, menurut Mahkamah,

seharusnya kewenangan yang dimiliki oleh OJK dimaksudkan untuk mencapai

tujuan _mewujudkan perekonomian nasional. Sehingga untuk mencapai tujuan

Putusan MK Nomor 102/PUU-XVI/2018, paragraf 3.13, halaman 232.

Keberadaan tugas pengawasan OJK
dalam sektor LJK dan Pasar Modal
adalah salah satu upaya mewujudkan
sistem keuangan yang berkelanjutan
dan stabil serta melindungi
kepentingan konsumen dan
masyarakat dalam kerangka memikul
tanggung jawab negara mewujudkan
welfare-state di bidang industri
keuangan.

17
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OJK memikul kewajiban mewujudkan welfare-state
melalui kewenangan yang diberikan oleh negara

v'OJK merupakan konsekuensi logis dari tujuan dibentuknya
welfare-state dengan kewenangan atributif tertentu;

v'Kewenangan yang melekat pada OJK menjadikan OJK
memikul tanggung jawab tertentu sebagai penjaga ketertiban
dan keamanan negara di sektor LJK dan pasar modal yang
dituntut untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat;

v'OJK wajib memaksimalkan kewenangan yang diberikan oleh
negara untuk melakukan pengawasan LJK, termasuk di bidang
perasuransian.

18—
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OJK SEBAGAI LEMBAGA YANG MENGATUR DAN MENGAWASI
INDUSTRI JASA KEUANGAN

Kembali ke pendapat B. Arief Sidharta, ada 5 proses pembentukan hukum,
yakni:

1)  Proses politik yang menghasilkan perundang-undangan;

LW DN

)

)  Proses peradilan yang menghasilkan yurisprudensi;

)  Putusan birokrasi pemerintah yang menghasilkan ketetapan;*
)

4) Perilaku hukum warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

yang menghasilkan kebiasaan;

5) Pengembangan ilmu hukum menjadi doktrin.

o
-
W
i
|
B
—

*Dahulu, Ketetapan merupakan produk hukum yang dikeluarkan dalam bentuk regeling dan beschikking.
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Kewenangan birokrasi tersebut diwujudkan ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

@ & 0 T o

Pasal 8

menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

I menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan
dan pihak tertentu;

menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan
kekayaan dan kewajiban; dan

i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

20 m—
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Khusus mengenai pengawasan, OJK diberikan
kewenangan sebagai berikut menurut Pasal 9 UU

OJK:

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a.

menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap
kegiatan jasa keuangan;

mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang
dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,
perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap
Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang
kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa
Keuangan dan/atau pihak tertentu;

melakukan penunjukan pengelola statuter;

menetapkan penggunaan pengelola statuter;

menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang
melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan; dan

memberikan dan/atau mencabut:

izin usaha;

izin orang perseorangan;

efektifnya pernyataan pendaftaran;
surat tanda terdaftar;

persetujuan melakukan kegiatan usaha;

pengesahan;

SO TR LN, e

persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

8. penetapan lain,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan.

Penegakan hukum oleh OJK dimaksudkan untuk
mencapai tujuan welfare state:

SALINAN

PUTUSAN
Nomor 102/PUU-XV1/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

seharusnya kewenangan yang dimiliki oleh OJK dimaksudkan untuk mencapai

tujuan mewujudkan perekonomian nasional. Sehingga untuk mencapai tujuan

dimaksud diperlukan penegakan hukum, baik berupa hukum administrasi maupun

penegakan hukum lainnya termasuk hukum pidana. Oleh karena itu sebelum

21—
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celah hukum oleh “penjahat” korporasi. Misalnya:

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PERINTAH TERTULIS

e

Sehubungan dengan kasus dan kewenangan yang dihadapi, OJK perlu menyempurnakan regulasi yang dijadikan

NOMOR

BAB 11
TATA CARA PEMBERIAN PERINTAH TERTULIS

Pasal 4
Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perintah Tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan:
a. didahului instruksi tertulis; atau
b. tanpa didahului instruksi tertulis dengan
pertimbangan tertentu.

10.

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

10 /POJK.04/2018
TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

Pemegang Saham Pengendali adalah pihak yang secara

langsung atau tidak langsung memiliki:

a.

saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
saham yang dikeluarkan oleh satu Manajer Investasi
dan mempunyai hak suara; atau

saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari
saham yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi dan
mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan
telah melakukan pengendalian baik secara langsung

maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi.

integrity@integritylawfirms.com

Investasi.

anggota Dewan Komisaris,

Pasal 4
(1) Pemegang saham dilarang melakukan intervensi dalam

pelaksanaan  kegiatan usaha/operasional Manajer

(2) Pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi,

anggota komite investasi,

dan/atau tim pengelola investasi wajib mendahulukan

kepentingan Nasabah dan Manajer Investasi.
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Bagaimana dengan penjatuhan sanksi administratif oleh OJK?

TETAP TEGAS menjatuhkan sanksi Administratif
terhadap “penjahat” korporasi, khususnya di bidang
industri jasa keuangan. Demi perekonomian nasional yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil, OJK harus mengambil
langkah kongkrit.
Perlawanan Michael Stevan dan Kresna Group
merupakan suatu “tantangan” yang harus dihadapi,
bukan penghalang bagi OJK untuk melaksanakan

khittahnya.

integrity@integritylawfirms.com
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Hal Lain: Penegakan Hukum Pidana Menurut UU OJK

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a.
b.

C.

menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap
Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Pasal 49

(1)

Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas:

a. pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan

C. pegawai tertentu,

yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.

integrity@integritylawfirms.com
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Perlu
—  Optimalisasi

Kewenangan
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4 | KASUS KRESNA LIFE DALAM PERSPEKTIF HUKUM
TATA NEGARA

.
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PEMEGANG SAHAM, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI MAUPUN UBO DILARANG El
MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP KEGIATAN USAHA

0 Pemaknaan terhadap siapa yang termasuk sebagai pemegang
saham tidak serta merta bergantung pada POJK 10/2018 saja,

melainkan perlu dilihat regulasi lain yang relevan.

O Misalnya, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, mengacu
pada Pasal 5C UU Pasar Modal, Pasal 1 angka 31 UU 4/2023,
Perpres 13/2018, diterangkan pula definisi pemegang saham
pengendali hingga UBO.

O Dari ketentuan tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa
sejatinya pemegang saham bukan hanya mereka yang
tercatat dalam anggaran dasar, tetapi juga mereka yang tidak
tercatat dalam anggaran dasar dan memiliki kemampuan
pengendalian kegiatan usaha.

26 w—
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(Lanjutan...) PEMEGANG SAHAM, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI MAUPUN UBO ori| 1Y |

DILARANG MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP KEGIATAN USAHA

Larangan intervensi kegiatan usaha dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 10/2018, penulisan norma pemegang
saham dituangkan dengan huruf kecil.

O Dari kacamata teknik penyusunan peraturan perundang-
undangan, kata atau frasa yang ditulis dengan huruf kecil
dan BUKAN ditulis dengan huruf kapital, perlu

(1)

Pasal 4

Pemegang saham

ilarang melakukan intervensi dalam

pelaksaffpan  kegiatan  usaha/operasional

Investas

ditafsirkan secara LUAS karena kata atau frasa dimaksud

tidak dilimitasi dalam pengaturan regulasi a quo.

Manajer
O Misalnya, penulisan “hakim” dalam UU Kekuasaan
Kehakiman. Hakim dengan huruf kapital dimaksudkan untuk

hakim agung dan Hakim Konstitusi dengan huruf kapital,
hanya untuk hakim konstitusi. Berbeda halnya ketika ditulis
dengan huruf kecil, yaitu “hakim” maka maknanya ialah
meliputi seluruh hakim di jajaran Mahkamah Agung dan

Tertulis menggunakan huruf kecil seluruh hakim di lembaga Mahkamah Konstitusi.

27 —
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(Lanjutan...) PEMEGANG SAHAM, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI MAUPUN UBO

DILARANG MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP KEGIATAN USAHA

Dengan bercermin dari penafsiran di atas,
maka frasa “pemegang saham” dalam Pasal 4
ayat (1) POJK 10/2018, mengandung makna

yang LUAS sehingga mencakup juga

“pemegang saham pengendali
terakhir”’—sebagai pemegang saham tidak
langsung atas suatu perseroan.

integrity@integritylawfirms.com
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(Lanjutan...) PEMEGANG SAHAM, PEMEGANG SAHAM PENGENDALI MAUPUN UBO N | Te |
DILARANG MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP KEGIATAN USAHA

"Patahnya Palu Hakim” terjadi ketika negara berhadapan dengan
Michael Stevan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor
237/B/2024/PTTUN.JKT jo 437/G/2023/PTUN-JKT. Michael Stevan dua kali
lolos dari jerat hukum karena hakim mempertimbangkan bahwa yang
bersangkutan bukan pemegang saham langsung atas PT Kresna Asset
Manajemen.

\

Padahal, kejahatan korporasi merupakan kejahatan kerah putih yang
dilakukan oleh orang dengan jabatan, kekuasaan, inteligensi dan kekuatan
finansial yang tinggi. Sehingga, pembuktian kejahatan yang dilakukan oleh

Michael Stevan tidak mungkin se-sederhana “pemegang saham langsung”. "<

=
Terlebih, Berdasarkan Pasal 5C UU Pasar Modal, Pasal 1 angka 31 UU_
4/2023, Perpres 13/2018 dan POJK 10/2018 dengan jelas mendefinisikan
bahwa Pemegang Saham Pengendali maupun UBO termasuk ke dalam
golongan Pemegang Saham, sehingga dilarang untuk mengintervensifess
kegiatan usaha. "

ARAVAR ARV
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LARANGAN BAGI BURONAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

DALAM RANAH HUKUM PUBLIK BERDASARKAN DOKTRIN

FUGITIVE DISENTITLEMENT

Selain menjerat “penjahat” korporasi di bidang
keuangan melalui peraturan perundang-undangan
yang ada, terdapat cara lain yang perlu ditempuh,
yakni membatasi hak “penjahat” untuk melakukan
pembelaan hukum dalam keadaan tertentu.
Misalnya, “penjahat” yang bersembunyi/buron tidak
diizinkan untuk mengajukan gugatan maupun men-

challenge setiap keputusan hukum berdasarkan
doktrin fugitive disentitlement.

30 =
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(Lanjutan...) LARANGAN BAGI BURONAN UNTUK MENGAJUKAN
GUGATAN DALAM RANAH HUKUM PUBLIK BERDASARKAN

DOKTRIN FUGITIVE DISENTITLEMENT

Fugitive Disentitlement Doctrine secara garis besar menyatakan bahwa
seseorang yang didakwa dalam kasus pidana dapat melakukan
perlawanan terhadap penyitaan perdata atas harta bendanya hanya

apabila ia menyerahkan dirinya untuk menghadapi dakwaan pidana.

Dengan kata lain, tegasnya, pengadilan dapat menolak
gugatan/banding ketika pihak yg mengajukannya menjadi seorang

buronan, termasuk diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

Doktrin ini PERLU dikembangkan ke ranah hukum lain seperti Perdata dan
Tata Usaha Negara, termasuk perkara Michael Stevan. Apalagi berkaitan

erat dengan kepentingan dan kerugian publik.

integrity@integritylawfirms.com
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(Lanjutan...) LARANGAN BAGI BURONAN UNTUK MENGAJUKAN

GUGATAN DALAM RANAH HUKUM PUBLIK BERDASARKAN
DOKTRIN FUGITIVE DISENTITLEMENT

Doktrin Fugitive Disentitlement

Doktrin ini berkembang dari ranah hukum pidana. Di Indonesia, doktrin ini
digunakan sejak tahun 1988 melalui SEMA Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa dari
Terdakwa/Terpidana “In Absentia” yang kemudian dikembangkan oleh
SEMA Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan PK dalam Perkara Pidana
dan SEMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Praperadilan bagi

Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian

Orang,.

integrity@integritylawfirms.com
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MAHKAMAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakaria, 10 Desember 1988

Nomor : MAKumdil/754 1/X1I/88 Kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeni
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 6 Tahun 1988

tentang

Penaschat Huokum Atau Pengacara Yang Mencrima Kuasa
Dari Terdakwa/Terpidana “In Absentia™

Akhir-akhir ini di Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri tertentu sering
terjadi pemeriksaan yang terdakwanya meskipun sudah dipanggil dengan
semestinya tidak hadir sehingga perkaranya diperiksa dan diputus tanpa
kehadirannya.

Namun demikian kadang-kadang kita dapatkan terdakwa atau terpidana
vang demikian itu memberikan kuasa kepada Penaschat Hukum atau
Pengacara guna mewakili atau mengurus kepentingannya, baik pada
pemecriksaan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, padahal
pemberian kuasa it terjadi setelah tanggal panggilan itu dibuat oleb
Hakim.

Hal yang demikian itu sudah barang tentu menimbulkan kecurigaan
bahwa terdakwa sengaja tidak mau hadir dengan maksud-maksud tertentu
vang menguntungkan dirinya akan tetapi yang sebaliknya dapat
menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan maupun pelaksanaan
putusannyss,

Berhubung dengan itu bersama ini diminta perhatian Saudara agar apabila
Saudara menemukan hal yang seperti dikemukskan di atas, supaya
menolak atau tidak melayani Penaschat Hukum atan Pengacara yang
demikian tanpa kecuali.

integrity@integritylawfirms.com

SEMA Nomor 6 Tahun
1988
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Jakasrts, 28 Juni 2012
KETUA MAHKAMAHNH ACUNG

REFUBLIK INDONESIA
Nomor 0L /BUA BHS/SPANVI2Z02 epaca Yt

1. Sdr. Ketua Pengadilan Negen
2. Sdr. Kepala Pengadilan Milacr
Seluruh Indonesaa

SURAT EDARAN
Namaor 01 Tahun 20192

Temang

Pengajuan Permohonan Peninjauvan Kemball
dalam Perkara Pidana

Baerdasarkan Pasal 263 ayat (1) Unadang-Undang Nomor 8 Tahun 1531 tentang SEMA N m r 1 T h n
Hukum Acara Pidama (KUHAP) diatur balwa terhadasp putusan pengadian yang telah o o a u
berkekuatan hulcum Watap. kecualk putusan btebas atau lepas can segala tuntutan hukasm,

apidana stau ahili warisrnys dspaet meangsjuican permintaan peninjausn kembali wapada 201 2
Manikamah Agung.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas dan juga kedertuan Pasal 265 ayat (2) dan
(3) KUHAFP., Mahxamasah Agung menegaskan bahwa parmntaan penmjavan kemnmbak
kapada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau abli warsnya
Permintaan peninjauan kambalk yang disjukan oleh kuasa hukoum anpidana tanpa dihadini

cleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tdak
dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

Permmiaan panmnjauan kembal yang diajukan cleh kuasa hukum terpidana atag
ahli warisnya sebelum berlakunya surat edaran ini, agar bevkas parcaranya dilanjutkan ke
Mahkamah Agung

Damikian untuk dperhatikan

2 HA. HATTA ALL S H.M.M
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BRETUA MANKAMALN AGUNG
BEPUBLIK INDONESIA

LARANGCGAN PENGAJ

Acpad Yth
] Ketua Penpgadilan 7 (% 24 |
) wua Pengadila Neger)

SURAT EDARAN
NOomor Tahun 2018

TENTANG

JAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG

MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS

DA

FAR PENCARIAN ORANG (DPO)

Bahwa dalam praktek peradilan akhir-akhir ini ads ccenderungan
jrerars I3 peradilan diajukan oleh tersangka dalam status Dasfla
Pencaman Orang (DPO) akan tetapi hal racbutl belum diatur dalsun

pPoraturas T ANR-UNCAngan.

Sahwa untuk membenkan kepastian huk dalam proses penga)uan
praporadilan bag tersanghka dengan status Daltar Pencarian Orans (DPO),
Mahlamah Agung perlu memberikan petunjuk schbaga erikout

ralarn bal toersanglhca melarvikess diri atau dalam status Daftar

Pencarian Orang DP0)) ok Ddank dapar 11 Kan crmohbhonan

praperadilan

Jakoa crmohonan praperadilan  tersebut tetap dimohonkan olkch

penasihat hukum u keluarganys maka hakimm menjatubhlcan

Putusan yang 1

diterima

nyatalkan permohonan praperadilan tdak dapa

integrity@integritylawfirms.com
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SEMA Nomor 1 Tahun
2018
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(Lanjutan...) LARANGAN BAGI BURONAN UNTUK MENGAJUKAN [T
GUGATAN DALAM RANAH HUKUM PUBLIK BERDASARKAN GRi| T |

DOKTRIN FUGITIVE DISENTITLEMENT

Selain Fugitive Dientitlement Doctrine terdapat 4 teori, asas, atau konsep hukum

lain yang melarang seseorang untuk mengajukan pembelaan, yakni:

1. Clean Hand Doctrine
 aa Y ...

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mendapatkan bantuan hukum jika

mereka mendekati pengadilan dengan itikad buruk atau telah melakukan ketidakadilan
sendiri. Jika seseorang adalah buron, ia dianggap tidak memiliki 'tangan bersih' karena

telah melanggar hukum dengan melarikan diri dari proses hukum yang sah.

2. Asas Kepatutan dan Kewajaran

Dalam asas ini, keadilan dan kewajaran dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan
hukum. Mengizinkan seorang buron untuk melakukan upaya hukum dapat dianggap tidak

adil dan tidak sesuai dengan prinsip kepatutan hukum, karena individu tersebut
menghindari kewajiban hukum mereka.

integrity@integritylawfirms.com
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(Lanjutan...) LARANGAN BAGI BURONAN UNTUK MENGAJUKAN
GUGATAN DALAM RANAH HUKUM PUBLIK BERDASARKAN

DOKTRIN FUGITIVE DISENTITLEMENT

3. Prinsip Respek terhadap Hukum

Prinsip ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap aturan dan proses hukum.

Seseorang yang menjadi buron menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum dan oleh
karena itu tidak pantas diberi hak untuk menggunakan sistem hukum yang sama untu

melindungi atau mengadvokasi kepentingan mereka.

Pengadilan harus menjaga wibawa dan integritasnya. Mengizinkan buronan untuk

4. Prinsip Integritas Pengadilan

mengajukan gugatan dapat merusak wibawa dan integritas pengadilan karena

menunjukkan bahwa pengadilan dapat dimanipulasi oleh individu yang tidak menghormati

hukum.

integrity@integritylawfirms.com
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5| ASAS DOELMATIGHEID (KEMANFAATAN) LEBIH
DIKEDEPANKAN DIBANDINGKAN ASAS RECHTMATIGHEID
(LEGALITAS)
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Beberapa Pendapat Ahli Mengenai Asas Doelmatigheid dan Rechmatigheid EIEa
dalam ranah hukum administrasi

E. Utrecht menyatakan bahwa pembagian kekurangan

dalam suatu ketetapan kedalam dibagi menjadi esensial (inti)
dan yang bukan yang esensial. Namun, kandungan kekurangan
tersebut harus dilihat secara kasuistis yang penting bahwa
keputusan administrasi negara adalah

pemanfaatan/kegunaannya ‘doelmatigheid”

lebih penting dari pada sesuai tidaknya dengan hukum positif
“rechtsmatigheid”.
E.Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Il (Pustaka Tinta Mas 2000).

Asas doelmatigheid memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi
daripada asas rechtmatigheid, sehingga dalam kondisi apapun
ketika asas rechtmatigheid dan asas doelmatigheid ini sangat

tidak sejalan bahkan menjadi nampak kontras sekali, maka
asas doelmatigheid yang harus didahulukan.

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Penerbit Liberty,
Yogyakarta, 2009.[92].
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Berpedoman pada landmark decision, in casu
Putusan Mahkamah Agung Nomor
456/K/TUN/2015, halaman 74, paragraf ke-2,
juga menguraikan hal serupa, yaitu:
pemeriksaan dan pengujian objek sengketa PUTUSAN
TUN oleh PTUN tidak hanya didasarkan kepada N 55 KTUNI2015
f’egi rechtmatigheid Sef“ata' teta?' harus DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
juga memperhatikan segi MAHKAMAH AGUNG
doe’maﬁgheid ya ng Iebih Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan
mengedepankan kemanfaatan dan ‘sebagai berikut dalam perkara:
bersifat futuristik. - Bahwa dengan demikian pembangunan bandar udara di Kulon Progo

menjadi sangat penting, oleh karenanya tindakan hukum Tergugat
menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa adalah berdasar
Sehingga, semestinya asas kemanfaatan hukum dan bersifat futuristik;

lebih diutamakan dibandingkan legalitas,
terlebih jika menyangkut hak-hak publik
seperti para nasabah pada sektor keuangan
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INTEGRITY Programs
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